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ABSTRACT

This study examines the role of the Licensed Surveyor Office (KJSB) Indra Pramudita and
Partners in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL)
program in Bantul Regency. The objectives are to analyze the role of KJSB, identify
challenges encountered, and determine the solutions applied to support the success of
PTSL. This research employs a descriptive qualitative approach through interviews,
observations, and document analysis. The findings indicate that KIJSB Indra Pramudita
and Partners play an active role in land parcel measurement and mapping, serving as a
strategic partner of the Land Office in accelerating land certification. The challenges
include limited permanent boundary markers, discrepancies between physical and
juridical data, difficult topography, unpredictable weather, and mapping software
limitations. Solutions implemented involve enhanced coordination, the use of supporting
technology, adjustments to fieldwork methods, and community assistance. The study
concludes that synergy between KJSB and the Land Office is a key factor in the success of
PTSL in Bantul Regency.

Keywords: PTSL, Licensed Surveyor Office, measurement, mapping, Bantul Regency.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1960, Indonesia berhasil menetapkan regulasi di bidang
pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya dikenal sebagai
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini mulai berlaku
pada tanggal 24 September 1960. Dalam rangka memberikan kepastian
hukum atas kepemilikan tanah, UUPA mengamanatkan kepada Pemerintah
untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia. Selain itu, setiap pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk
mendaftarkan hak miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
UUPA yang menyatakan bahwa, "Pemerintah wajib melaksanakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin
kepastian hukum." Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran tanah
bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemegang
hak atas tanah.

Untuk melaksanakan amanat UUPA, pemerintah kemudian
mengeluarkan Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Peraturan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Dalam Pasal 3
menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah adalah
sebagai berikut: (1) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, serta hak-hak lain
yang terdaftar, sehingga memudahkan pemilik untuk membuktikan hak
kepemilikannya secara sah; (2) menyediakan informasi mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar, guna memenuhi
kebutuhan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dalam pelaksanaan

kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum pertanahan; dan (3)



mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan. Oleh karena itu,
pelaksanaan pendaftaran tanah perlu dilakukan secara menyeluruh,
berkesinambungan, dan mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia
(Khoirul Anwar (2013).

Pendaftaran tanah dapat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu
pendaftaran tanah secara sistematik dan secara sporadik. Pertama,
pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan pendaftaran yang
dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah desa atau kelurahan, yang
mencakup semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. Kegiatan
ini dilaksanakan atas inisiatif pemerintah dan didasarkan pada rencana
kegiatan jangka panjang maupun tahunan. Kedua, pendaftaran tanah secara
sporadik adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan untuk pertama kalinya
terhadap satu atau beberapa objek tanah yang terletak di suatu desa atau
kelurahan tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan
maupun massal atas dasar permohonan dari pihak yang berkepentingan,
seperti pemilik tanah atau kuasanya (Sumardjono, 2008).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mempercepat proses
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, pemerintah meluncurkan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diatur dalam
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. PTSL dilaksanakan
secara serentak di satu wilayah desa atau kelurahan dengan tujuan agar
seluruh bidang tanah bisa terpetakan, terdaftar, dan diterbitkan sertifikatnya.
Program ini menekankan pentingnya pengumpulan data fisik dan data
hukum tanah secara menyeluruh.

Namun dalam pelaksanaannya, program PTSL menghadapi berbagai
kendala, di antaranya keterbatasan jumlah sumber daya manusia, luasnya
cakupan wilayah pengukuran, dan masih banyaknya pendaftaran tanah yang
dilakukan secara sporadik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah
membuka partisipasi pihak ketiga yang profesional, seperti Surveyor
Kadaster Berlisensi (SKB) dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Partisipasi pihak ketiga ini awalnya diatur dalam Peraturan Kepala BPN



Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, kemudian
diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2016 yang
menekankan pada sistem perizinan dan kewenangan lembaga. (Wahanisa,
2024).

Selanjutnya, perkembangan dan penguatan kelembagaan KJSB diatur
secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2021
tentang Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknis Pertanahan dan
disempurnakan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2022
tentang Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Peraturan ini menegaskan bahwa
KJSB dapat membantu tugas-tugas teknis pertanahan yang meliputi
kegiatan survei, pengukuran, pemetaan, pengolahan data spasial, serta
penyusunan gambar ukur dan peta bidang tanah sesuai dengan standar yang
ditetapkan olen Kementerian ATR/BPN. Pada tingkat implementasi, KISB
menjadi mitra strategis Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan
PTSL, terutama untuk mendukung percepatan pengukuran bidang tanah
yang jumlahnya sangat besar. Peran ini sejalan dengan instruksi Menteri
ATR/Kepala BPN dalam rangka percepatan program strategis nasional,
sebagaimana tertuang dalam dokumen teknis PTSL maupun surat edaran
internal BPN hingga tahun 2025.

Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Indra Pramudita dan Rekan
telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Kontribusi ini berfokus pada tahun 2024 dan 2025 dengan
melaksanakan kegiatan teknis seperti pengukuran dan pemetaan bidang
tanah. Keterlibatan KJSB Indra Pramudita dan Rekan menjadi solusi atas
kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantul memiliki target 20.000 Ha di tahun 2024 dan
25.000 Ha di tahun 2025 dalam pelaksanaan program PTSL. Oleh karena
itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bekerja sama dengan KJSB Indra
Pramudita dan Rekan untuk menyelesaikan dan mencapai target yang telah
ditetapkan.



Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran Kantor Jasa Surveyor
Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul, serta mengidentifikasi
berbagai kendala yang dihadapi oleh KJSB Indra Pramudita dan Rekan serta
mengetahui solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam
pengukuran dan pemetaan bidang tanah di kegiatan PTSL, untuk mencapai
keberhasilan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di wilayah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian
yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Kantor
Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita Dan Rekan Dalam
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten

Bantul”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah
yang akan di bahas pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita
dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
di Kabupaten Bantul?

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi
Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sitematis Lengkap di Kabupaten Bantul?

3. Solusi apa yang diterapkan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra
Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian
Bedasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, Adapun tujuan

dari penelitian ini adalah:



1.

Untuk menganalisis peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra
Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul.

Untuk mengidetifikasi kendala yang dihadapi Kantor Jasa Surveyor
Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bantul.

Untuk mengetahui solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala
pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor
Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan di Kabupaten
Bantul.

D. Manfaat Penelitian

yaitu:
1.

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua)

Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi pertanahan dan agraria,
khususnya mengenai peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra
Pramudita dan Rekan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.

Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan pihak-pihak
terkait dalam meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Kantor Jasa
Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan Rekan serta perbaikan dalam

implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. KJSB Indra Pramudita dan Rekan memiliki peran aktif dan
strategis dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul. Peran tersebut meliputi
kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Kehadiran KJSB
membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di Kantor
Pertanahan dan mempercepat proses pendaftaran tanah secara
sistematis.

2. Selama pelaksanaan PTSL, KJSB Indra Pramudita dan Rekan
menghadapi sejumlah kendala, antara lain kendala dalam
pengukuran meliputi: (1) Tidak Tersedianya Patok Permanen dan
Kurangnya Kesepakatan Antar Pemilik Tanah; (2) Bidang Tanah
Belum Terdaftar Secara Spasial; (3) Kondisi Topografi yang Sulit
Dijangkau; (4) Cuaca yang Tidak Menentu dan ; (5) Tekanan
Waktu Akibat Target Pengukuran yang Padat, serta kendala dalam
pemetaan bidang tanah meliputi: (1) Tumpang Tindih Data antara
Peta Analog Lama dan Data Digital Baru; (2) Kurangnya Dokumen
Pendukung yang Sah, seperti Leter C atau Model E; dan (3)
Gangguan atau Keterbatasan Kemampuan Perangkat Lunak
Pemetaan saat Memproses Data Besar.

3. Dalam menghadapi berbagai kendala, baik teknis maupun non-
teknis, selama proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah,
KJSB Indra Pramudita dan Rekan bersama Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya yang bersifat
teknis, administratif, dan menyesuaikan dengan kondisi di
lapangan. Pada kegiatan pengukuran, solusi yang diterapkan
meliputi Klarifikasi batas tanah secara langsung kepada pemilik,
penggunaan teknologi GNSS untuk meningkatkan ketelitian hasil
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ukur, serta penyesuaian jadwal kerja agar sesuai dengan kondisi
cuaca dan medan yang ada. Sedangkan pada kegiatan pemetaan,
solusi dilakukan dengan cara mendigitalisasi ulang peta analog
secara teliti, menggunakan perangkat lunak yang sesuai dengan
kapasitas data yang besar, serta memperkuat data yuridis melalui
kerja sama dengan pemerintah desa dan pemanfaatan berita acara
dari saksi batas. Seluruh solusi tersebut bertujuan untuk
memastikan bahwa proses pengukuran dan pemetaan dapat
berjalan dengan lancar, akurat, dan sesuai dengan ketentuan
pertanahan, sehingga pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bantul

dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Saran.
1. Saran untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul disarankan untuk
terus melibatkan KJSB dalam pelaksanaan PTSL di tahun-tahun
mendatang, terutama dalam aspek teknis yang memerlukan
keahlian khusus. Hal ini akan memastikan bahwa proses
pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, serta
mengurangi potensi kesalahan yang dapat terjadi.

2. Saran untuk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Indra Pramudita dan
Rekan.

KJSB Indra Pramudita & Rekan perlu terus meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memanfaatkan teknologi
terbaru dalam pengukuran, pemetaan, dan validasi data. Penguatan
koordinasi baik di dalam tim maupun dengan pihak eksternal juga
harus ditingkatkan untuk menangani kendala teknis di lapangan
dengan lebih efisien.

3. Saran untuk Masyarakat yang terlibat dalam PTSL.

Masyarakat yang terlibat dalam PTSL diharapkan dapat

lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan,
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menata batas bidang tanah, dan hadir saat pelaksanaan pengukuran.
Partisipasi aktif dari masyarakat akan sangat mendukung
kelancaran kegiatan KJSB di lapangan.

Saran untuk peneliti selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas
cakupan penelitian dengan mengeksplorasi aspek-aspek lain
seperti efektivitas biaya, kendala regulasi, atau dampak hukum dari
digitalisasi dokumen pertanahan. Pendekatan ini akan memperkaya
referensi akademik di bidang pertanahan dan memberikan

wawasan yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan PTSL.
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